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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Pembiayaan 

1. Pengertian  

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan 

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.10 Dalam referensi lain dijelaskan bahwa pembiayaan atau 

financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga.11 

Pengertian secara sederhana, kredit (pembiayaan) merupakan penyaluran 

dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam bahasa 

Latin kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya, artinya pihak yang 

memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit 

yang diberikan pasti akan dibayar.12 

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah 

                                                             
10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2001), 46. 
11 Muhammad. Manajemen Bank Syaria. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP)AMP 

YKPN, 2005), 17. 
12 Ibid.,93 
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pendanaan yangdikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan.13 

2. Kualitas Pembiayaan 

 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menggolongkan pembiayaan 

menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar disebut golongan I, golongan perhatian 

khusus disebut golongan II, golongan kurang lancar disebut golongan III, 

golongan diragukan disebut golongan IV, dan untuk golongan macet disebut 

golongan V. 

a. Pembiayaan lancar adalah suatu pembiayaan yang dapat dikatakan lancar apabila 

pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif 

dan bagian pembiayaan yang dijaminkan dengan anggunan tunai (cash collateral) 

b. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah suatu kredit apabila terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 90 hari, mutasi rekening 

relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan dan 

didukung dengan pinjaman baru. 

c. Pembiayaan kurang lancar adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil, frekuensi mutasi rekening relative 

rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur serta 

dokumentasi pinjaman yang melemah dan terjadi pelanggaran terhadap kontrak 

yang diperjanjikan yang telah melampaui 90 hari. 

                                                             
13 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan (UPP)AMP YKPN, 2005), 17. 
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d. Pembiayaan diragukan adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan 

pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari. 

e. Pembiayaan macet adalah suatu pembiayaan apabila kerugian oprasional ditutup 

dengan pinjaman baru dan terdapa tugakan pembayaran angsuran pokok yang 

telah melampaui 270 hari. 

3. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet 

Menganalisis setiap permohonan  kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti 

ada, hal ini di sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut: 

a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang 

teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi ,tidak di prediksi sebelumnya. Dapat 

pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur 

sehingga didalam analisanya dilakukan secara subyektif. 

b. Dari pihak nasabah artinya kemacetan pembiayaan dapat di lakukan akibat dua hal 

adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk 

tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bang sehingga pembiayaan yang di 

berikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan 

adanya unsur tidak sengaja.14 

Bank syari’ah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan 

tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati 

dalam perjanjian dan membayar lunas apabila pembiayaan tersebut sudah jatuh 

tempo. 

4. Penyelesaian Pembiayaan macet 

                                                             
14 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : Raja Grafindo Pres, 20020), 102 
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Penyelesaian yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa 

jangka waktu pengembalian terutama bagi pembiayaan yang mengalami musibah. 

Berdasarkan Bank Indonesia No. 18/PBI/2008 tentang penyelesaian terhadap 

pembiayaan macet bagi Bank Syari’ah dilakukan dengan cara sebagai berikut:15 

a. Resheduling : Hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu 

pembiayaan, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu 

pembiayaan misalnya; perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan 

menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk 

mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu, angsuran, hal ini hampir sama 

dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu 

angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali 

menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih 

kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.  

b. Reconditioning : perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa 

menambahkan sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, 

antara lain yaitu: 

1. Perubahan jadwal pembiayaan 

2. Perubahan jumlah angsuran 

3. Perubahan jangka waktu 

4. Pemberian potongan 

c. Restructuring : perubahan persyaratan pembiayaan antara lain yaitu penambahan 

dana fasilitas pembiayaan bank.k 

                                                             
15 www.bi.go.id diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 10.00 WIB 

http://www.bi.go.id/
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5. Jenis Pembiayaan  

 Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 

produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan 

produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi serta untuk keperluan perdagangan. 

2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal 

(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut tujuan penggunaannya, pembiayaan syariah dibagi kedalam 3 kategori: 

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudhrabah, musyarakah) 

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna) 

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik) 

d. Pembiayaan atas dasar Qardh. 

 Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, 

sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. 

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 

mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Sedangkan pembiayaan dengan akad 

elengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga 

prinsip diatas. 
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6. Pembiayaan Musyarakah  

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha 

dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) berdasarkan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut profit & loss sharing.16  

Secara bahasa kata syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) dan 

persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan 

harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.17 Para faqih 

mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan 

keuntungan.18 Beberapa pengertian syirkah secara terminologi disampaikan oleh 

ulama mazhab sebagai berikut:   

Menurut ulama Hanafiah, syirkah secara istilah adalah penggabungan 

harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau 

kerugian dibagi bersama. Menurut fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan 

(izin) ber-tasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya 

masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-tasharuf-

kan harta (objek) perserikatan. Menurut fukaha Hanabilah, al-syirkah adalah 

persekutuan dalam hak dan tasharuf. Menurut fukaha Syafi‟iyah, al-syirkah 

                                                             
16 Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, 

(Jakarta: Djambatan, 2003), 180. 
17 Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63. 
18 Sayyid Sabiq, Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal. Fiqh Sunnah, Terj (Depok: Keira 

Publishing, 2015), 251. 
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adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan 

persekutuan.19 

Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (syirkah) adalah keikutsertaan 

dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang 

ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha 

dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Dalam 

istilah fikih, syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk 

berkongsi modal dan besekutu dalam keuntungan.20   

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah adalah kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.21  

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad musyarkah 

merupakan akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai 

dengan kesepakatan (perjanjian). 

7. Dasar Hukum Musyarakah  

a. Landasan Al-Quran  

Dalam Al-Qur’an surat Shaad ayat 24.  

                                                             
19 Ibid 227 
20 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012), 

151. 
21 Pasal 20 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  
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ۦنعَِاجِهَِّ إِلَىَّ نَ ع جَتِكَّ بِسجؤَالَّ ظلََمَكَّ لَقَد َّ قاَلَّ    ۖ اۖ  كَثِيرَّ وَإِن َّ  ءَِّۖ  ٱلْ جلَطاَ مِّنَّ   بَ ع ضجهجم َّ ليََ ب غِى 
ۖ  ءَامَنجوا ٱل ذِينَّ إِلّ َّ بَ ع ض َّ عَلَىىَّ ۖ  وَعَمِلجوا  تَّ  لِحىَ ۖ  وَقلَِيل َّ ٱلص ى ۖ   هجم َّ م ا  دجَّۥدَاوجَّ وَظَن َّ  اَ   أنَّ 

تَ غ فَرَّ فَ تَ ن ىهجَّ ۖ  ا وَخَر َّ رَب هجّۥَ فٱَس   وَأَنََبَّ راَكِعرَّ
Artinya: “Dia (Daud) berkata, “sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepadamu dengan meminta kambingmu 

itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya memang banyak diantara orang-orang 

yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan 

Daud menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada 

Tahunnya lalu menyungkur sujud dan bertobat. “ (Q.S . Shad (38): 24).22 

Dalam surat Shad (38) ayat 24, lafal al-khutha diartikan syuraka, yakni 

orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. 

b. Landasan Hadis Rasullah SAW 

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum musyarakah dinyatakan sebagai berikut: 

1. Hadis Abu Hurairah  

َّاللهَّصَلّىَّالله َّأَبَّهجرَي رةََّرَضِيََّاللَّ جَّعَن هجَّقال:َّقالََّرَسجولج :َّعَلَي هَِّوَسَلّم:َّ"قاَلََّاللَّ جَّتَعالَّعَن 
اََّصَاحِبَهج،َّفإَذاَّخَانََّخَّ َّأَحَدجهُج َّمَاَّلََ َّيََجن  ِ َّالش ريِ كَيْ  َّبَ ي نِهِمَا"َّأَنََّثََلِثج َّمِن  رَج تج  

اَكَّرَوَاهجَّأبوَّداوجدََّوَصَحّحَهجَّا لْ   
Dari Abu Hurairah, ia merafa’akannya kepada Nabi, beliau bersabda: 

Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

berserikat, selagi salah satunya tidak menghianati temannya. Apabila berkhianat 

kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu 

Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.  

 

2. Hadis As-Saib Al-Makhzumi  

Dari As-Saibi Al-Makhzumi R.A, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu 

Nabi sebelum Nabi diutus. Kemudian ia datang pada hari pembebasan kota 

Mekkah maka Nabi bersabda: Selamat datang kepada saudaraku dan teman 

serikatku. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah 

                                                             
22 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, jilid 8, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 358.   
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Dari beberapa hadis tersebut jelaslah bahwa musyarakah merupakan akad 

yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa 

musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. 

Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang 

berlaku dan dibolehkan dalam Islam. 

8.  Rukun dan Syarat Musyarakah 

a. Rukun Musyarakah   

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu 

berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut 

ulama Hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab 

kabul (akad) menentukan adanya musyarakah. Adapun yang lain mengenai dua 

orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti 

akad jual beli.23 

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal 

yang harus dilakukan dalam musyarakah. Adapun rukun musyarakah menurut 

ulama yaitu:   

1. Dua orang yang melakukan akad (aqidain), Dua orang yang melakukan akad harus 

memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan. 

2. Barang yang dijadikan syirkah (mauqud alaih). Barang yang akan dijadikan 

syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya. 

3. Akad (shighot), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang 

anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam tasharuf (hartanya). 

                                                             
23 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 220.   
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4. Pekerjaan (al-mal). 

 

 

b.Syarat-Syarat Musyarakah  

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum 

dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi musyarakah 

batal.Menurut Hanafiah syarat-syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian: 

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk musyarakah baik harta, maupun 

lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat:  

a. pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, 

berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh 

kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.  

b. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal). Didalam hal ini, ada syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari 

alat pembayaran yang sah (nuqud), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya 

pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.  

c. Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu pertama modal pokok harus 

sama. Kedua orang yang ber-syirkah yaitu ahli kafalah. Ketiga objek akad 

disyaratkan syirkah umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.24  

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan musyarakah pada lembaga 

keuangan syariah tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN 

MUI/IV/2000.25  

                                                             
24 Ibid, 225 
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Musyarakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah merupakan 

sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi 

manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan 

terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam 

berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya mengarah untuk menghasilkan 

keuntungan (profit). 

Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan 

metode bagi hasil (profit and loss sharing) dari proyek mereka berdasarkan pada 

pembiayaan kontrak musyarakah. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan 

tergantung pada peranan partner dalama mengelola proyek usaha musyarakah, 

kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu partner dan bank  

9. Hal-Hal yang Membatalkan Musyarakah 

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk 

musyarakah, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya 

saja. 

a. Sebab-Sebab Umum 

Hal-hal umum yang membatalkan seluruh akad musyarakah antara lain: 

1. Salah satu syarik membatalkan musyarakah.  

Musyarakah adalah akad yang bersifat tidak mengikat (ghair lazim), menurut 

mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama 

Malikiyah, musyarakah tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua 

                                                                                                                                                                       
25 fatwa DSN No.08/DSN MUI/IV/2000 
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syarik untuk membatalkan, karena musyarakah, mereka adalah akad yang 

mengikat (lazim).  

 

 

2. Kematian salah seorang syarik.  

Jika salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal, karena 

batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta 

karena kematian, baik syarik lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.  

3. Salah seorang syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini 

kedudukannya sama dengan kematian. 

4. Salah seorang syarik gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah 

keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau 

setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi. 

b. Sebab-Sebab Khusus  

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk musyarakah saja 

sebagai berikut: 

1. Rusaknya modal musyarakah, seacara keseluruhan atau modal salah satu syarik 

sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda jenis 

maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena mauqud alaih 

(objek akad) dalam akad musyarakah adalah harta, dan harta dalam musyarakah 

dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.   
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2. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawadhah ketika akad akan 

dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan 

akad merupakan syarat penting dalam keabsahah akad.26 

 

 

B. Manajemen Risiko 

1.  Pengertian  

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian 

prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. 

Widigdo Sukarman mengidentifikasi manajemen risiko sebagai keseluruhan 

sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapai oleh bank yang 

terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang 

ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank 

yang ditetapkan dalam corporate plan menurut Taswan, Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan 

sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan 

mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.27 

Risiko perbankan di Indonesia pada umumnya kurang mendapat 

perhatian secara serius dan profesional hingga akhir tahun 2000-an. Hal ini 

terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank 

                                                             
26 Ibid, 75 
27 Widigdo, S. Upaya membentuk Perbankan Nasional.( Jurnal Lembaga Sejarah. 2016).  Vol. 8 

(2): 47-64. 
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yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi 

strategis bank, kemudian ada pandangan yang keliru bahwa risiko harus 

dihindari, padahal risiko selalu ada dalam dunia bisnis. Bank Indonesia telah 

mewajibkan bank komersial untuk menerapkan manajemen risiko sebagai 

bagian dari penilaian kinerja bank. Para komisaris dan direktur bank 

mewajibkan memilki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Badan 

Sertifikat Manajemen Risiko.28 

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah mempunyai 

karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, terutama 

karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada lembaga 

keuangan yang beroperasi secara syariah. Manajemen risiko tersebut 

diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami 

kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian 

tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan 

pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan 

pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan. 

2. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah 

Bisnis perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah 

akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko perbankan syariah di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Risiko Modal (capital risk) 

                                                             
28 Taswan. Manajemen Perbankan dan Transaksi Bank Syariah, (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 

2006), 30-35 
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Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah 

risiko modal (capital risk) yang merefleksikan tingkat leverage yang dipakai 

oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana 

terhadap kerugian yang terjadi pada bank. 

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan 

sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki 

modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak 

baik,29 

b. Risiko Likuiditas  

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban 

yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, 

yaitu aset dan liabilitas  

c. Risiko Kredit/ Pembiayaan 

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan 

pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang 

sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank 

memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk 

memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi 

kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha 

yang dibiayainya. 

d. Risiko Pasar 

                                                             
29 Muhammad. Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP,2005.), 55 
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Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui 

portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse 

movement) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah 

suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign exchange rate). 

Meskipun bank syariah tidak berurusan dengan tingkat suku bunga, 

namun bagi Indonesia yang menerapkan dual banking system, tentunya risiko 

ini akan berpengaruh secara tidak langsung yaitu pada pricing. Mengingat 

nasabah yang dijangkau oleh bank syariah bukan saja nasabah-nasabah yang 

loyal secara penuh terhadap syariah, tetapi juga nasabah-nasabah yang akan 

menempatkan dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan keuntungan 

maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal atau haramnya. 

e. Risiko Operasional 

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (deficiencies) sistem 

informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian 

yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (human error), 

kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan 

berpengaruh pada opersional bank. 

f. Risiko Hukum 

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung 

kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal 

atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan 

perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak 
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terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak 

sempurna. 

g. Risiko Reputasi 

Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif 

yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif 

terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain 

adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, fraud dan 

sebagainya. 

3. Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Risiko pembiayan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. 30Risiko pembiayaan 

adalah risiko debitur atau pembeli secara pembiayaan tidak dapat membayar 

hutang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan, atau 

turunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga persepsi mengenai 

kemungkinan gagal bayar semakin tinggi. 

Risiko kredit atau sering disebut juga default risk merupakan suatu 

risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah 

pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko 

pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau 

tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian 

                                                             
30 Ibid, 70 
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yang telah dilakukan. Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko 

sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya.  

C. Prinsip 5C 

1. Pengertian Prinsip 5C 

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian dapat merupakan 

suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik 

dalam manajemen risiko perbankan. Istilah prudent juga dikaitkan dengan 

fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemen perbankan.31 Fungsi 

pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko 

yang tidak diinginkan bank. 

Asas prudential banking dalam konteks perbankan merupakan asas 

yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha 

dengan cara tidak merugikan bank dan mitra usaha dengan tetap 

memperhatikan kesehatan dari bank itu sendiri. Bank yang sehat merupakan 

bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan 

berpedoman pada prinsip 5C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan. Prinsip 

5C yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, 

pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas 

pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah.32 

Bank syariah dalam meminimalisir risiko dan menjaga kesehatannya 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya yang dilakukan bank 

                                                             
31 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), 21. 
32 Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), 23. 
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syariah yaitu dengan mengenal nasabah (know your customer principles). Bank 

syariah wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur penerimaan, identifikasi nasabah, pemantauan rekening 

nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur 

manajemen risiko. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank 

syariah juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul, 

yaitu operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.33 

2. Tujuan Prinsip 5C 

Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki kegiatan 

untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Setiap 

pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat harus di analisis sebaik 

mungkin. Analisis yang dilakukan bank syariah dapat dengan menggunakan 

prinsip 5C. 

Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsungs 

bertujuan antara nasabah dengan bank syariah tidak menerima hasil yang tidak 

jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.  

Penerapan prinsip 5C dalam produk pembiayaan musyarakah 

merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan bank syariah 

untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami 

bank syariah. Pihak analis pembiayaan di bank syariah melalui prinsip 5C 

                                                             
33 Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank : Risiko bukan 

untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdik, cerdas, dan profesional,( Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2013), 405-406. 
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harus benar-benar mampu memahami dan memberikan penilaian layak 

tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.34 

3. 5C 

Dalam hal pemberian pembiayaan, bank syariah sebagai lembaga 

keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang 

diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah. 

Layak tidaknya pemberian pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah 

dapat dilakukan dengan analisis 5C, yaitu : 

a. Character 

Karakter merupakan penilaian sikap dan sifat dari calon nasabah yang 

mengajukan pembiayaan adapun gambaran mengenai penilaian tentang 

karakter calon nasabah, yaitu : 

a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah 

b. Verifikasi data dengan melakukan interview 

c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya 

d. Bank Indonesia checking dan meminta informasi antar bank 

e. Mencari informasi atau trade checking kepada asosiasi-asosiasi usaha  

f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.35 

Selain penilaian-penilaian diatas dapat dinilai dengan melihat 

bagaimana calon nasabah tersebut melakukan keputusan yang berkaitan dengan 

bisnis yang dijalankan.   

b. Capacity 

                                                             
34 Ibid., 22. 
35 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah,( Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2013), 67. 
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Ini merupakan ahap penilaian seberapa sanggup calon nasabah dalam 

menjalankan usaha nantinya untuk mengukur capacity dapat dilakukan 

melalui berbagai pendekatan: 

1. Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan 

usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun. 

2. Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para 

pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang 

menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi. 

3. Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki 

kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk 

mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank. 

4. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban nya memimpin perusahaan. 

5. Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal 

mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa 

pasar yang ditargetkan oleh perusahaan. 36 

c. Capital 

Merupakan penilaian jumlah modal yang digunakan unuk usaha yang 

sedang dijalankan. Selain terfokus pada modal yang dimiliki nasabah bank 

syariah juga perlu menilai seberapa besar utang atau kewajiban yang dimiliki 

nasabah kepada lembaga lain, apakah nilainya lebih besar dari modal yang 

dimiliki atau bahkan kewajiban tersebut bernilai kecil sehingga tidak perlu 

                                                             
36 Ibid.,18. 
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ada yang dikhawatirkan mengenai pembiayaan yang nanti akan diajukan 

kepada bank syariah. 

 

 

 

d. Collateral 

Merupakan tahap penilaian dari jaminan yang diberikan oleh nasabah 

apakah dapa mengcover ketika terjadi hal yang idak diinginkan dan juga 

menganalisis bagaimana kepemilikan atas jaminan tersebut. 

Seperti calon nasabah yang berstatus sebagai karyawan di sebuah 

perusahaan, instansi pemerintah atau swasta dapat dengan memberikan 

jaminan berupa slip gaji, surat pengangkatan pegawai, dan surat-surat 

pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Untuk pimpinan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan atau 

instansi pemerintah atau swasta cukup dengan jabatan yang dimilikinya 

sebagai tambahan jaminan.37 

e. Condition of Economic 

Penilaian ini merupakan penilaian untuk mengetahui kondisi ekonomi 

dari calon nasabah baik kondisi ekonomi secara mikro ataupun kondisi 

ekonomi secara makro beserta tanggungan ataupun rekam jejak keuangan dari 

calon nasabah. 

D. Teori Efektivitas 

1. Definisi Efektivitas  

                                                             
37 Irham Fahmi, Manajemen Perkreditan, Bandung : Alfabeta, 2014, h. 18. 
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Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil, 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.38 Konsep efektivitas merupakan 

konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar 

organisasi.39 Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. 

Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 

efektif organisasi, program, atau kegiatan.40 Efektivitas adalah kemampuan 

untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. 

Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah 

dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang 

sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi 

dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 

diharapkan. 

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the 

right things atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk 

pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga 

efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan 

pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah 

organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah 

tentang doing everything you know to do and doing it well.41 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas  

                                                             
38  Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan,( Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 129.   
39 Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan 

Profesional, (Bandung: Alfabet, 2013), 11.   
40 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), 86.   
41 Ulber Silalahi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.   
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Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas, diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

 

a. Karakteristik  

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya 

manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik 

menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam 

struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang 

relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang 

berorientasi pada tugas. 

b. Karakteristik lingkungan  

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu 

lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh 

terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan 

tindakan. Aspek kedua adalah  lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim 

organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan 

organisasi. 

c. Karakteristik pekerja  

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di 

dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi 

kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, 
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organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan 

tujuan organisasi. 

 

 

d. Karakteristik manajemen  

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk 

mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas 

tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan 

untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam 

melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan 

manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. 

Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan straegis, pencarian dan 

pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, 

kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan 

lingkungan inovasi organisasi.42 

   

 

  

                                                             
42 Ibid, h. 13-14.   


